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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 194/KEP/2014
TENTANG
PENYETARAAN JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN
2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara telah dilakukan penataan organisasi di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

bahwa beberapa jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan
Pengawas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu disetarakan
jabatannya, sehingga menunjukkan kelas jabatan bagi yang
menduduki jabatan dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta menunggu dilakukannya
evaluasi dan penetapan kelas jabatannya, agar tidak merugikan
pejabat yang diangkat dalam jabatan yang belum ditetapkan
kelas jabatannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Penyetaraan Jabatan di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang Ditetapkan
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara Sebagaimana Diubah
Terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 Tahun 2013;



Mengingat

Menetapkan

KESATU

2-

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 128);

3. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun
2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian
Negara;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan
Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1189);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
998);

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
181.6/KEP/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah
dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
93.28/KEP/2013;

MEMUTUSKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, disetarakan dengan jabatan
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara Sebagaimana Diubah Terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

-3-

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini, ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 181.6/KEP/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
93.28/KEP/2013 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Jakarta
23 Desember 2014

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Keuangan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 194/KEP/2014
TENTANG

PENYETARAAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013

SETARA DENGAN JABATAN
No UNIT KERJA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
1 [Jab. Pimp. Tinggi Utama |Kepala Kepala
2 |Jab. Pimp. Tinggi Utama |Wakil Kepala Wakil Kepala
3 |Jab. Pimp. Tinggi Madya |Sekretaris Utama Sekretaris Utama 16
4 |Jab. Pimp. Tinggi Madya [Deputi Bidang Pembinaan Deputi Bidang Bina Kinerja 16
Manajemen Kepegawaian dan Perundang-undangan
5 |Jab. Pimp. Tinggi Madya |Deputi Bidang Mutasi Deputi Bidang Bina 16
Kepegawaian Pengadaan, Kepangkatan, dan
Pensiun
6 |Jab. Pimp. Tinggi Madya |Deputi Bidang Sistem Informasi |Deputi Bidang Informasi 16
Kepegawaian Kepegawaian
7 |Jab. Pimp. Tinggi Madya |Deputi Bidang Pengawasan dan |Deputi Bidang Pengendalian 16
Pengendalian Kepegawaian
8 |Sekretariat Utama Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan dan 15
Kerjasama Antar Lembaga
9 |Sekretariat Utama Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Keuangan 14
10 |Sekretariat Utama Kepala Biro Kepegawaian Kepala Biro Kepegawaian 15
11 |Sekretariat Utama Kepala Biro Umum Kepala Biro Umum dan 15
Perlengkapan
12 |Sekretariat Utama Kepala Biro Hubungan Kepala Biro Humas dan 15
Masyarakat Protokol
13 |Kedeputian Bidang Direktur Kinerja Aparatur Sipil |Direktur Kinerja Pegawai 15
Pembinaan Manajemen |Negara
Kepegawaian
14 |Kedeputian Bidang Direktur Jabatan Aparatur Sipil |Direktur Jabatan Karir 15
Pembinaan Manajemen |Negara
Kepegawaian
15 |Kedeputian Bidang Direktur Kompensasi Aparatur |Direktur Gaji dan 15
Pembinaan Manajemen |[Sipil Negara Kesejahteraan
Kepegawaian
16 |Kedeputian Bidang Direktur Peraturan Perundang- |Direktur Peraturan Perundang-| 15

Pembinaan Manajemen
Kepegawaian

undangan

undangan




SETARA DENGAN JABATAN
No UNIT EERIA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
17 |Kedeputian Bidang Direktur Pengadaan dan Direktur Kepangkatan dan 14
Mutasi Kepegawaian Kepangkatan Mutasi
18 |Kedeputian Bidang Direktur Pensiun Pegawai Negeri |Direktur Pensiun Pegawai 14
Mutasi Kepegawaian Sipil dan Pejabat Negara Negeri Sipil dan Pejabat
Negara
19 |Kedeputian Bidang Direktur Status dan Kedudukan |Direktur Status dan 15
Mutasi Kepegawaian Kepegawaian Kedudukan Kepegawaian
20 [Kedeputian Bidang Direktur Pengolahan Data dan |Direktur Pengolahan Data 14
Sistem Informasi Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
21 |Kedeputian Bidang Direktur Pengembangan Sistem |Direktur Pengelolaan Jaringan 14
Sistem Informasi Informasi Kepegawaian dan Informasi
Kepegawaian
22 [Kedeputian Bidang Direktur Arsip Kepegawaian I Direktur Pengelolaan 14
Sistem Informasi Dokumen dan Arsip
Kepegawaian Kepegawaian |
23 |Kedeputian Bidang Direktur Arsip Kepegawaian II  |Direktur Pengelolaan 14
Sistem Informasi Dokumen dan Arsip
Kepegawaian Kepegawaian II
24 |Kedeputian Bidang Direktur Pengawasan dan Direktur Pengendalian 15
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, |Kepegawaian I
Pengendalian Pengadaan, dan Pasca
Pendidikan dan Pelatihan
25 |Kedeputian Bidang Direktur Pengawasan dan Direktur Pengendalian 15
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian II
Pengendalian Kepangkatan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Dalam Jabatan
26 |Kedeputian Bidang Direktur Pengawasan dan Direktur Pengendalian 15
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Kepegawaian III
Pengendalian Tunjangan, Kesejahteraan, dan
Kinerja
27 |Kedeputian Bidang Direktur Pengawasan dan Direktur Pengendalian 15
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, |Kepegawaian I
Pengendalian Disiplin, Pemberhentian dan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
28 |Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Perencanaan Direktur Perencanaan 14
Pratama yang bertanggung [Kepegawaian dan Formasi Kepegawaian dan Formasi
jawab langsung ke Kepala
BKN
29 |Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Pembinaan Direktur Pembinaan Jabatan 15
Pratama yang bertanggung |Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
jawab langsung ke Kepala Kepegawaian
BKN
30 [Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Pengembangan Kepala Pusat Pengembangan 15
Pratama yang bertanggung |Sistem Rekrutmen Aparatur Sistem Rekrutmen Pegawai
jawab langsung ke Kepala  |Sipi] Negara Negeri Sipil
BKN
31 |Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Penilaian Kepala Pusat Penilaian 14

Pratama yang bertanggung
jawab langsung ke Kepala
BKN

Kompetensi Aparatur Sipil
Negara

Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil




SETARA DENGAN JABATAN
NO UNIT KERJA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
32 [Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Pengembangan Kepala Pusat Pendidikan dan 15
Pratama yang bertanggung |Aparatur Sipil Negara Pelatihan Kepegawaian
jawab langsung ke Kepala
BKN
33 |Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Pengkajian dan Kepala Pusat Pengkajian dan 15
Pratama yang bertanggung |Penelitian Kepegawaian Penelitian Kepegawaian
jawab langsung ke Kepala
BKN
34 |Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Pusat Konsultasi dan Kepala Pusat Analisis 15
Pratama yang bertanggung |Bantuan Hukum Kepegawaian |Kebijakan Manajemen
jawab langsung ke Kepala Kepegawaian dan Bantuan
BKN Hukum
35 |Jabatan Pimpinan Tinggi Inspektur Inspektur 14
Pratama yang bertanggung
jawab langsung ke Kepala
BKN
36 [|Jabatan Pimpinan Tinggi Asisten Sekretariat BAPEK Asisten Sekretariat Badan 14
Pratama yang bertanggung Pertimbangan Kepegawaian
jawab langsung ke Kepala
BKN
37 |Biro Perencanaan Kepala Bagian Perencanaan Kepala Bagian Perencanaan 11
Program dan Anggaran Program dan Bantuan Teknik
38 |Biro Perencanaan Kepala Bagian Akuntabilitas Kepala Bagian Evaluasi dan 11
Program dan Anggaran Akuntabilitas
39 |[Biro Perencanaan Kepala Bagian Kerjasama Kepala Bagian Kerjasama 11
Program dan Anggaran Antar Lembaga
40 |Biro Keuangan Kepala Bagian Perbendaharaan |Kepala Bagian 10
Perbendaharaan
41 |Biro Keuangan Kepala Bagian Verifikasi Kepala Bagian Verifikasi, 10
Akuntansi dan Pelaporan
42 |Biro Keuangan Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Bagian Pembayaran 10
Pelaporan
43 |Biro Kepegawaian Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Organisasi dan 10
Tata Laksana Tatalaksana
44 |Biro Kepegawaian Kepala Bagian Mutasi Kepala Bagian Mutasi 10
Kepegawaian Kepegawaian
45 |Biro Kepegawaian Kepala Bagian Pengembangan |Kepala Bagian Pengembangan 10
Pegawai Pegawai
46 |Biro Kepegawaian Kepala Bagian Kinerja dan Kepala Bagian Kesejahteraan 10
Kesejahteraan Pegawai Pegawai
47 |Biro Umum Kepala Bagian Persuratan Kepala Bagian Persuratan 10
48 (Biro Umum Kepala Bagian Rumah Tangga |Kepala Bagian Rumah Tangga 11
49 |Biro Umum Kepala Bagian Layanan Kepala Bagian Pengadaan 10
Pengadaan Barang Inventaris
50 |Biro Umum Kepala Bagian Pengelolaan Kepala Bagian Pengelolaan 10
Barang Inventaris Barang Inventaris
51 |Biro Hubungan Kepala Bagian Publikasi dan Kepala Bagian Humas 10

Masyarakat

Dokumentasi




SETARA DENGAN JABATAN
No UNIT KERJA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
52 |Biro Hubungan Kepala Bagian Keprotokolan Kepala Bagian Tata Usaha 10
Masyarakat Pimpinan dan Protokol
53 |Biro Hubungan Kepala Bagian Hubungan Media |Kepala Bagian Humas 10
Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat
54 [Direktorat Kinerja Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat Sistem 11
Aparatur Sipil Negara Penyusunan Sistem Penilaian Penilaian dan Standar Kinerja
Kinerja dan Standar Kinerja Pegawai
Jabatan Pegawai Aparatur Sipil
Negara
55 |Direktorat Kinerja Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
Aparatur Sipil Negara Pengelolaan Database dan Pengembangan Teknologi
Analisis Sistem Informasi Informasi Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara
56 |Direktorat Kinerja Kepala Subdirektorat Evaluasi |Kepala Subdirektorat Sistem 11
Aparatur Sipil Negara dan Pemantauan Penilaian Penilaian dan Standar Kinerja
Kinerja dan Standar Kinerja Pegawai
Jabatan Aparatur Sipil Negara
57 |Direktorat Jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan 10
Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara Bidang Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat
58 |Direktorat Jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan |Kepala Subdirektorat Jabatan 10
Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara Bidang Bidang Perekonomian
Perekonomian
59 |Direktorat Jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan |Kepala Subdirektorat Jabatan 10
Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara Bidang Bidang Polhukam
Politik, Hukum, dan Keamanan
60 |[Direktorat Kompensasi Kepala Subdirektorat Gaji dan |Kepala Subdirektorat Gaji 11
Aparatur Sipil Negara Fasilitas
61 |Direktorat Kompensasi Kepala Subdirektorat Jaminan |Kepala Subdirektorat 11
Aparatur Sipil Negara Pensiun, Perlindungan, dan Kesejahteraan
Penghargaan
62 |Direktorat Kompensasi {Kepala Subdirektorat Tunjangan |Kepala Subdirektorat 11
Aparatur Sipil Negara Tunjangan
63 |Direktorat Peraturan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan Perundang-
Perundang-undangan Bidang undangan [
Perencanaan, Pengadaan, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
64 |Direktorat Peraturan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan Perundang-
Perundang-undangan Bidang undangan II
Pembinaan Karier dan Disiplin
Pegawai Aparatur Sipil Negara
65 |Direktorat Peraturan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11

Perundang-undangan

Perancangan Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Pemberhentian Pegawai
Aparatur Sipil Negara

Perancangan Perundang-
undangan III




SETARA DENGAN JABATAN

NO UNIT KERJA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
66 |Direktorat Pengadaan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 10
dan Kepangkatan Administrasi Pengadaan dan Administrasi Pengadaan
Kepangkatan Aparatur Sipil
Negara
67 [Direktorat Pengadaan Kepala Subdirektorat Pengadaan |Kepala Subdirektorat 10
dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Pengadaan I
68 |Direktorat Pengadaan Kepala Subdirektorat Kenaikan |Kepala Subdirektorat 10
dan Kepangkatan Pangkat dan Jabatan Selain Kepangkatan dan Mutasi I
Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya dan
Jabatan Fungsional Utama
69 |Direktorat Pengadaan Kepala Subdirektorat Kenaikan |[Kepala Subdirektorat 10
dan Kepangkatan Pangkat dan Jabatan Pimpinan |Kepangkatan dan Mutasi II
Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi
Madya dan Jabatan Fungsional
Utama
70 |Direktorat Pensiun Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 10
Pegawai Negeri Sipil dan |Administrasi Pensiun Pegawai |[Administrasi Pensiun
Pejabat Negara Negeri Sipil dan Pejabat Negara
71 |Direktorat Pensiun Kepala Subdirektorat Penetapan |Kepala Subdirektorat Pensiun 10
Pegawai Negeri Sipil dan |Pensiun Pegawai Negeri Sipil I
Pejabat Negara
72 |Direktorat Pensiun Kepala Subdirektorat Penetapan |Kepala Subdirektorat Pensiun 10
Pegawai Negeri Sipil dan |Pertimbangan Teknis Pensiun II
Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil
73 |Direktorat Pensiun Kepala Subdirektorat Pensiun Kepala Subdirektorat Pensiun 10
Pegawai Negeri Sipil dan |Pejabat Negara dan Janda/ II1
Pejabat Negara Dudanya
74 |Direktorat Status dan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat Status 11
Kedudukan Kepegawaian |Pertimbangan Status Kepegawaian
Kepegawaian
75 |Direktorat Status dan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
Kedudukan Kepegawaian |Pertimbangan Kedudukan Kedudukan Kepegawaian
Kepegawaian
76 |Direktorat Pengolahan Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 10
Data dan Informasi Pengolahan Data Penyiapan Data
Kepegawaian
77 {Direktorat Pengolahan Kepala Subdirektorat Informasi |Kepala Subdirektorat Sistem 10
Data dan Informasi Kepegawaian Integrasi Aplikasi Kepegawaian
Kepegawaian
78 |Direktorat Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat Operasi 10
Pengembangan Sistem Pengembangan Teknologi Komputer dan Jaringan
Informasi Kepegawaian |Informasi
79 |Direktorat Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 10
Pengembangan Sistem Pemanfaatan Teknologi Pelayanan, Pertukaran dan
Informasi Kepegawaian |Informasi Publikasi Informasi
Kepegawaian
80 [Direktorat Kepala Subdirektorat Pelayanan |Kepala Subdirektorat 10

Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian

Teknologi Informasi

Pengembangan Sistem dan
Jaringan




SETARA DENGAN JABATAN

NoO UNIT KERJA JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN | BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 | KELAS
NOMOR 19 TAHUN 2014 TAHUN 2006 DIUBAH TERAKHIR JABATAN
PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2013
1 2 3 4 5
81 [Direktorat Arsip Kepala Subdirektorat Arsip Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian I dan II Kepegawaian Elektronik Administrasi I
82 |Direktorat Arsip Kepala Subdirektorat Arsip Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian I Kepegawaian I.A Perekaman dan Penyiapan
Dokumen I.A
83 |Direktorat Arsip Kepala Subdirektorat Arsip Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian 1 Kepegawaian 1.B Perekaman dan Penyiapan
Dokumen 1.B
84 |Direktorat Arsip Kepala Subdirektorat Arsip Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian II Kepegawaian II.A Perekaman dan Penyiapan
Dokumen IL.A
85 |Direktorat Arsip Kepala Subdirektorat Arsip Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian II Kepegawaian 11.B Perekaman dan Penyiapan
Dokumen II.B
86 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian I.A
Formasi, Pengadaan dan |Bidang Formasi, Pengadaan dan
Pasca Pendidikan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan Wilayah I
87 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian 1.B
Formasi, Pengadaan dan |Bidang Formasi, Pengadaan dan
Pasca Pendidikan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan Wilayah II
88 [Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian II.A
Kepangkatan, Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pengangkatan dan
Pemberhentian Dalam Pemberhentian Dalam Jabatan
Jabatan Wilayah I
89 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |[Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian
Kepangkatan, Bidang Kepangkatan, II.B
Pengangkatan dan Pengangkatan dan
Pemberhentian Dalam Pemberhentian Dalam Jabatan
Jabatan Wilayah II
90 |Direktorat Pengawasan jKepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian [Pengendalian Kepegawaian
Gaji dan Tunjangan Bidang Gaji dan Tunjangan 1I.A
91 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian
Gaji dan Tunjangan Bidang Kesejahteraan dan II1.B
Kinerja
92 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11

dan Pengendalian Bidang
Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan
Pensiun Pegawai Negeri
Sipil

Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun
Pegawai Negeri Sipil Wilayah I

Pengendalian Kepegawaian I.A
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93 |Direktorat Pengawasan |Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat 11
dan Pengendalian Bidang |Pengawasan dan Pengendalian |Pengendalian Kepegawaian I.A
Kode Etik, Disiplin, Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pemberhentian dan Pensiun
Pensiun Pegawai Negeri |Pegawai Negeri Sipil Wilayah II
Sipil

94 [Pusat Perencanaan Kepala Bidang Perencanaan Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian dan Kebutuhan Aparatur Sipil Perencanaan Pengembangan
Formasi Negara Pegawai

95 [Pusat Perencanaan Kepala Bidang Perencanaan Kepala Subdirektorat 10
Kepegawaian dan Pertimbangan Formasi Aparatur |Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi Sipil Negara

96 |Pusat Perencanaan Kepala Bidang Penyusunan Kepala Subdirektorat 11
Kepegawaian dan Standardisasi Jabatan Standardisasi dan Kompetensi
Formasi Teknis Jabatan

97 |Pusat Pembinaan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Subdirektorat 11
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pertimbangan Pengangkatan
Kepegawaian Kepegawaian Jabatan Analis Kepegawaian

98 [Pusat Pembinaan Kepala Bidang Peningkatan Kepala Subdirektorat 10
Jabatan Fungsional Kompetensi Jabatan Fungsional |Pemberdayaan Jabatan Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian

99 [Pusat Pembinaan Kepala Bidang Pengolahan Data |Kepala Subdirektorat 10
Jabatan Fungsional dan Informasi Jabatan Administrasi dan Evaluasi
Kepegawaian Fungsional Kepegawaian Jabatan Analis Kepegawaian

100 |Pusat Pengembangan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Bidang Pengelolaan 11
Sistem Rekrutmen Sistem Rekrutmen Sistem Rekrutmen
Aparatur Sipil Negara

101 |Pusat Pengembangan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Bidang Pengelolaan 11
Sistem Rekrutmen Teknologi Informasi Seleksi Teknologi Informasi Seleksi
Aparatur Sipil Negara

102 |Pusat Pengembangan Kepala Bidang Fasilitasi Kepala Bidang Fasilitasi 11
Sistem Rekrutmen Penyelenggaraan Seleksi Penyelenggaraan Seleksi
Aparatur Sipil Negara

103 |Pusat Penilaian Kepala Bidang Perencanaan dan jKepala Bidang Perencanaan 10
Kompetensi Aparatur Penyelenggaraan Penilaian Program
Sipil Negara Kompetensi

104 |Pusat Penilaian Kepala Bidang Pengembangan |Kepala Bidang Penilaian 10
Kompetensi Aparatur Standar Penilaian Kompetensi |[Kompetensi
Sipil Negara

105 [Pusat Penilaian Kepala Bidang Monitoring, Kepala Bidang Monitoring dan 10
Kompetensi Aparatur Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi
Sipil Negara Penilaian Kompetensi

106 (Pusat Pengembangan Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Umum 10
Aparatur Sipil Negara Pusdiklat

107 |Pusat Pengembangan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Bidang 11
Aparatur Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Diklat

Aparatur Sipil Negara

108 |Pusat Pengembangan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Bagian Umum 10
Aparatur Sipil Negara Pendidikan Ilmu Kepegawaian |Pusdiklat

109 |Pusat Konsultasi dan Kepala Bidang Konsultasi Kepala Bidang Analisis 10
Bantuan Hukum Hukum Kepegawaian Kebijakan Manajemen
Kepegawaian Kepegawaian

110 |Pusat Konsultasi dan Kepala Bidang Bantuan Hukum |Kepala Bidang Bantuan 10
Bantuan Hukum Kepegawaian Hukum

Kepegawaian
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111 |Sekretariat BAPEK Kepala Bidang Pengolahan A Kepala Bidang Pengolahan A 10
112 [Sekretariat BAPEK Kepala Bidang Pengolahan B Kepala Bidang Pengolahan B 10
113 [Biro Perencanaan Kepala Subbagian Penyusunan |Kepala Subbagian 9
Program dan Anggaran Perencanaan Program dan
Anggaran
114 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Monitoring Kepala Subbagian Evaluasi 9
dan Evaluasi
115 [Biro Perencanaan dan Kepala Subbagian Tata Usaha [Kepala Subbagian Tata Usaha 8
semua unit kerja
116 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Pengolahan |Kepala Subbagian Bantuan 9
Data Program dan Teknik
117 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Akuntabilitas |Kepala Subbagian 9
dan Pelaporan Akuntabilitas
118 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Kerjasama Kepala Subbagian Kerjasama 9
Dalam Negeri Dalam Negeri
119 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Kerjasama Kepala Subbagian Kerjasama 9
Luar Negeri Luar Negeri
120 |Biro Perencanaan Kepala Subbagian Monitoring Kepala Subbagian Evaluasi 9
dan Evaluasi Kerja Sama
121 |Biro Keuangan Kepala Subbagian Pengelolaan |[Kepala Subbagian Verifikasi I 8
Belanja Pegawai
122 |Biro Keuangan Kepala Subbagian Pengelolaan |Kepala Subbagian Verifikasi II 8
Belanja Lainnya
123 [Biro Keuangan Kepala Subbagian Verifikasi Kepala Subbagian Verifikasi I 8
Belanja Pegawai
124 |Biro Keuangan Kepala Subbagian Verifikasi Kepala Subbagian Pembayaran 9
Belanja Lainnya I
125 [Biro Keuangan Kepala Subbagian Pengolahan Kepala Subbagian Pengolahan 9
Data Keuangan Data
126 |Biro Keuangan Kepala Subbagian Akuntansi Kepala Subbagian Tata 9
Laksana Keuangan
127 |Biro Keuangan Kepala Subbagian Pelaporan Kepala Subbagian Akuntansi 9
dan Pelaporan
128 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Organisasi Kepala Subbagian Organisasi 9
129 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Tata Laksana |Kepala Subbagian Tatalaksana 9
130 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Hukum dan |Kepala Subbagian Hukum dan 9
Disiplin Disiplin Pegawai
131 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Perencanaan |[Kepala Subbagian Pengadaan 9
dan Penempatan Pegawai dan Penempatan Pegawai
132 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Kepangkatan |Kepala Subbagian 9
Kepangkatan dan Jabatan
133 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Pensiun Kepala Subbagian Pensiun 9
134 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Kepala Subbagian 9

Pengembangan Karier Pegawai

Perencanaan Karier Pegawai
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135 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Kepala Subbagian Pembinaan 9
Pengembangan Jabatan Jabatan Fungsional
Fungsional
136 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Pengelolaan |Kepala Subbagian Evaluasi 8
Data dan Pelaporan
137 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Kinerja dan |Kepala Subbagian Konseling 9
Konseling Pegawai dan Kinerja Pegawai
138 |Biro Kepegawaian Kepala Subbagian Kesejahteraan |Kepala Subbagian Pelayanan 9
Kesehatan Pegawai
139 (Biro Umum Kepala Subbagian Arsip dan Kepala Subbagian Arsip dan 9
Ekspedisi Ekspedisi
140 |Biro Umum Kepala Subbagian Penggandaan |Kepala Subbagian 8
Penggandaan
141 [Biro Umum Kepala Subbagian Urusan Kepala Subbagian Urusan 8
Dalam Dalam
142 {Biro Umum Kepala Subbagian Angkutan Kepala Subbagian Angkutan 8
143 |Biro Umum Kepala Subbagian Keamanan Kepala Subbagian Keamanan 8
dan Ketertiban dan Ketertiban
144 |Biro Umum Kepala Subbagian Administrasi [Kepala Subbagian 8
dan Pelaporan Penyimpanan dan Distribusi
145 |Biro Umum Kepala Subbagian Pengadaan Kepala Subbagian Pembelian 8
Barang dan Jasa Perlengkapan
146 Biro Umum Kepala Subbagian Penyimpanan |[Kepala Subbagian 8
dan Distribusi Penyimpanan dan Distribusi
147 |Biro Umum Kepala Subbagian Inventaris Kepala Subbagian 8
dan Penghapusan Penyimpanan dan Distribusi
148 |Biro Umum Kepala Subbagian Pemeliharaan |Kepala Subbagian 8
Penyimpanan dan Distribusi
149 |Biro Hubungan Kepala Subbagian Pengolahan |Kepala Subbagian Publikasi 9
Masyarakat Informasi dan Publikasi
150 |Biro Hubungan Kepala Subbagian Dokumentasi |Kepala Subbagian 9
Masyarakat Kepegawaian Dokumentasi dan Pengolahan
Informasi
151 |Biro Hubungan Kepala Subbagian Protokol dan [Kepala Subbagian Protokol 8
Masyarakat Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas
152 |Biro Hubungan Kepala Subbagian Hubungan Kepala Subbagian 8
Masyarakat Media dan Antar Lembaga Dokumentasi dan Pengolahan
Informasi
153 |Biro Hubungan Kepala Subbagian Fasilitasi Kepala Subbagian Protokol 8
Masyarakat Pengaduan Masyarakat dan Perjalanan Dinas
154 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Sistem Penilaian Kinerja Pegawai|Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
155 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9

Aparatur Sipil Negara

Standar Kinerja Jabatan
Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kinerja Pegawai
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156 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Program Penilaian Kinerja Kinerja Pegawai
Pegawai Aparatur Sipil Negara
157 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Seksi Database Kinerja 9
Aparatur Sipil Negara Database Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai Aparatur Sipil Negara
158 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Analisis Sistem Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Informasi Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
159 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Dukungan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara
160 [Direktorat Kinerja Kepala Seksi Evaluasi dan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Pemantauan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara
161 |Direktorat Kinerja Kepala Seksi Evaluasi dan Kepala Seksi Sistem Penilaian 9
Aparatur Sipil Negara Pemantauan Standar Kinerja Kinerja Pegawai
Jabatan Pegawai Aparatur Sipil
Negara
162 |Direktorat Kinerja Kepala Subbagian Tata Usaha |Kepala Subbagian Tata Usaha 9
Aparatur Sipil Negara
163 |Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Aparatur Sipil Negara |Kesejahteraan Rakyat A
Unit Kesehatan
164 [Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Aparatur Sipil Negara |Kesejahteraan Rakyat B
Unit Pendidikan dan Sosial
Budaya
165 |Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Aparatur Sipil Negara |Perekonomian A
Unit Keuangan dan Pekerjaan
Umum
166 |Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Sumber Daya Alam Perekonomian B
167 |Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Aparatur Sipil Negara |Politik, Hukum, dan
Unit Politik dan Hukum Keamanan A
168 |Direktorat Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Kepala Seksi Jabatan Bidang 9
Aparatur Sipil Negara Jabatan Aparatur Sipil Negara |Politik, Hukum, dan
Unit Keamanan Keamanan B
169 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Gaji Pegawai Negeri|Kepala Seksi Penggajian 9
Aparatur Sipil Negara Sipil Pegawai Negeri Sipil
170 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Gaji Pejabat Negara|Kepala Seksi Penggajian 9
Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan |Pejabat Negara, PTT dan Staf
Perjanjian Kerja Khusus
171 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Fasilitas Kepala Seksi Penggajian 9
Aparatur Sipil Negara Pejabat Negara, PTT dan Staf
Khusus
172 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Jaminan Pensiun |[Kepala Seksi Pensiun 9

Aparatur Sipil Negara

dan Hari Tua
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173 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Jaminan Kepala Seksi Asuransi dan 9
Aparatur Sipil Negara Perlindungan Tabungan Perumahan
174 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Penghargaan Kepala Seksi Asuransi dan 9
Aparatur Sipil Negara Tabungan Perumahan
175 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Tunjangan Pegawai |Kepala Seksi Tunjangan 9
Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil
176 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Tunjangan Pejabat (Kepala Seksi Tunjangan 9
Aparatur Sipil Negara Negara dan Pegawai Pemerintah |Pejabat Negara, PTT dan Staf
dengan Perjanjian Kerja Khusus
177 |Direktorat Kompensasi |Kepala Seksi Evaluasi dan Kepala Seksi Evaluasi dan 9
Aparatur Sipil Negara Klasifikasi Jabatan Klasifikasi Jabatan
178 |Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan PPU Bidang
Perundang-undangan Bidang Perencanaan Kepegawaian
Perencanaan dan Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
179 |Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan PPU Bidang
Perundang-undangan Bidang Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
180 |Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Perundang- Perancangan PPU Bidang
undangan Bidang Pembinaan Karier
Karier
181 |Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan PPU Bidang
Perundang-undangan Bidang Disiplin dan Kewajiban
Disiplin
182 |Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan PPU Bidang Hak
Perundang-undangan Bidang Kepegawaian, Gaji dan
Hak Pegawai Aparatur Sipil Tunjangan
Negara
183 [Direktorat Peraturan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Penyiapan 9
Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perancangan PPU Bidang
Perundang-undangan Bidang Pemberhentian dan Pensiun
Pemberhentian Pegawai
Aparatur Sipil Negara
184 [Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Administrasi Kepala Seksi Administrasi 8
dan Kepangkatan Pengadaan Pengadaan A
185 [Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Administrasi Kepala Seksi Administrasi 8
dan Kepangkatan Kepangkatan Pengadaan A
186 |Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Perekaman Data Kepala Seksi Perekaman dan 9
dan Kepangkatan Pengadaan dan Kepangkatan Pemeliharaan Data
187 |Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Pengadaan Kepala Seksi Pengadaan I.A 9
dan Kepangkatan Kementerian
188 |Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Pengadaan Non Kepala Seksi Pengadaan 1.B 9

dan Kepangkatan

Kementerian
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189 |Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Kenaikan Pangkat |Kepala Seksi Kepangkatan dan 9
dan Kepangkatan dan Jabatan Selain Pimpinan Mutasi L.A
Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi
Madya dan Jabatan Fungsional
Utama Kementerian
190 [Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Kenaikan Pangkat |Kepala Seksi Kepangkatan dan 9
dan Kepangkatan dan Jabatan Selain Pimpinan Mutasi I.B
Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi
Madya dan Jabatan Fungsional
Utama Non Kementerian
191 [Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Mutasi Lain-lain Kepala Seksi Kepangkatan dan 9
dan Kepangkatan Mutasi III.A
192 [Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Kenaikan Pangkat |Kepala Seksi Kepangkatan dan 9
dan Kepangkatan dan Jabatan Pimpinan Tinggi Mutasi II.A
Utama, Pimpinan Tinggi Madya
dan Jabatan Fungsional Utama
Kementerian
193 |Direktorat Pengadaan Kepala Seksi Kenaikan Pangkat |Kepala Seksi Kepangkatan dan 9
dan Kepangkatan dan Jabatan Pimpinan Tinggi Mutasi I1.B
Utama, Pimpinan Tinggi Madya
dan Jabatan Fungsional Utama
Non Kementerian
194 [Direktorat Pensiun Kepala Seksi Administrasi Kepala Seksi Administrasi 8
Pegawai Negeri Sipil dan |Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pensiun A
Pejabat Negara
195 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Administrasi Kepala Seksi Administrasi 8
Pegawai Negeri Sipil dan |Pensiun Pejabat Negara Pensiun B
Pejabat Negara
196 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Pemeliharaan Data Pensiun Pemeliharaan Data pada
Pejabat Negara Direktorat Pengadaan dan
Kepangkatan
197 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Pensiun Pegawai Kepala Seksi Pensiun I.A 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Negeri Sipil Kementerian
Pejabat Negara
198 [Direktorat Pensiun Kepala Seksi Pensiun Pegawai |Kepala Seksi Pensiun I.B 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Negeri Sipil Non Kementerian
Pejabat Negara
199 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Pertimbangan Kepala Seksi Pensiun II.A 9
Pegawai Negeri Sipil dan [Teknis Pensiun Pegawai Negeri
Pejabat Negara Sipil Kementerian
200 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Pertimbangan Kepala Seksi Pensiun I1.B 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Teknis Pensiun Pegawai Negeri
Pejabat Negara Sipil Non Kementerian
201 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Penyiapan Pensiun |Kepala Seksi Pensiun III.A 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Pejabat Negara
Pejabat Negara
202 |Direktorat Pensiun Kepala Seksi Penyiapan Pensiun |Kepala Seksi Pensiun II1.B 9
Pegawai Negeri Sipil dan |Janda/Duda Pejabat Negara
Pejabat Negara
203 |Direktorat Status dan Kepala Seksi Analisis Status Kepala Seksi Status 9

Kedudukan Kepegawaian

Kepegawaian

Kepegawaian A
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204 |Direktorat Status dan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Status 9
Kedudukan Kepegawaian |Pertimbangan Status Kepegawaian B
Kepegawaian
205 |Direktorat Status dan Kepala Seksi Analisis Kepala Seksi Kedudukan 9
Kedudukan Kepegawaian |Kedudukan Kepegawaian Kepegawaian A
206 |Direktorat Status dan Kepala Seksi Penyusunan Kepala Seksi Kedudukan 9
Kedudukan Kepegawaian |Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian B
Kepegawaian
207 |Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Seksi Penyelesaian 9
Data dan Informasi Database Kepegawaian Pegawai |Permasalahan Data
Kepegawaian Negeri Sipil
208 |Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Penyelesaian Kepala Seksi Penyelesaian 9
Data dan Informasi Permasalahan Data Permasalahan Data
Kepegawaian Kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil
209 |Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Seksi Penyelesaian 9
Data dan Informasi Database dan Penyelesaian Permasalahan Data
Kepegawaian Permasalahan Data
Kepegawaian Non Pegawai
Negeri Sipil
210 [Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Penyajian Kepala Seksi Penyusunan 9
Data dan Informasi Informasi dan Penyusunan Tabel|Tabel Referensi
Kepegawaian Referensi Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil
211 |Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Penyajian Kepala Seksi Penyusunan 9
Data dan Informasi Informasi dan Penyusunan Tabel|Tabel Referensi
Kepegawaian Referensi Kepegawaian Non
Pegawai Negeri Sipil
212 |Direktorat Pengolahan Kepala Seksi Pengembangan dan|Kepala Seksi Verifikasi dan 9
Data dan Informasi Pemanfaatan Kartu Pegawai Distribusi Kartu Pegawai
Kepegawaian Elektronik Elektronik
213 [Direktorat Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Seksi Jaringan 9
Pengembangan Sistem Perangkat Komputer Induk
Informasi Kepegawaian
214 |Direktorat Kepala Seksi Pengelolaan Sistem |Kepala Seksi Jaringan 9
Pengembangan Sistem dan Jaringan
Informasi Kepegawaian
215 |Direktorat Kepala Seksi Pengembangan dan |Kepala Seksi Pengembangan 9
Pengembangan Sistem Standardisasi Teknologi Teknologi Aplikasi
Informasi Kepegawaian |Kepegawaian
216 |Direktorat Kepala Seksi Pemanfaatan Media|Kepala Seksi Publikasi dan 9
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Situs BKN
Informasi Kepegawaian
217 |Direktorat Kepala Seksi Integrasi Sistem Kepala Seksi Integrasi Program 9
Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi
Informasi Kepegawaian
218 |Direktorat Kepala Seksi Layanan Teknis Kepala Seksi Pelayanan dan 9

Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian

Informasi

Pertukaran Informasi
Kepegawaian
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219 |Direktorat Kepala Seksi Monitoring dan Kepala Seksi Pelayanan dan 9
Pengembangan Sistem Evaluasi Pertukaran Informasi
Informasi Kepegawaian Kepegawaian
220 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Verifikasi dan Kepala Seksi Verifikasi dan 8
Kepegawaian I dan II Pendistribusian Arsip Pendistribusian Dokumen LA
Kepegawaian
221 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Pengelolaan Arsip |Kepala Seksi Verifikasi dan 8
Kepegawaian I dan II Kepegawaian Elektronik Pendistribusian Dokumen [.B
222 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian | Arsip Kepegawaian 1.LA/1 Penyimpanan Dokumen 1.A/1
223 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian I Arsip Kepegawaian 1.A/2 Penyimpanan Dokumen 1.A/2
224 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian I Arsip Kepegawaian 1.B/1 Penyimpanan Dokumen 1.B/1
225 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian I Arsip Kepegawaian 1.B/2 Penyimpanan Dokumen 1.B/2
226 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian II Arsip Kepegawaian II.A/1 Penyimpanan Dokumen II.A/1
227 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian II Arsip Kepegawaian I1.A/2 Penyimpanan Dokumen II.A/2
228 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian II Arsip Kepegawaian I1.B/1 Penyimpanan Dokumen
IL.B/1
229 |Direktorat Arsip Kepala Seksi Perekaman dan Kepala Seksi Perekaman dan 8
Kepegawaian II Arsip Kepegawaian I1.B/2 Penyimpanan Dokumen
1.B/2
230 |Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Analisis Kepala Seksi Penyusunan 9
Kepegawaian dan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil |Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi A
231 |Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Analisis Kepala Seksi Penyusunan 9
Kepegawaian dan Kebutuhan Pegawai Pemerintah {Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi dengan Perjanjian Kerja B
232 [Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Seksi Penyusunan 9
Kepegawaian dan Data Kebutuhan Aparatur Sipil |Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi Negara A
233 [Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Penyusunan |Kepala Seksi Penyusunan 9
Kepegawaian dan Perencanaan Pertimbangan Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi Formasi Aparatur Sipil Negara |A
Instansi Pusat
234 (Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Penyusunan [Kepala Seksi Penyusunan 9
Kepegawaian dan Perencanaan Pertimbangan Perencanaan Formasi Pegawai
Formasi Formasi Aparatur Sipil Negara |A
Instansi Daerah
235 [Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Penyusunan [Kepala Seksi Analisis Jabatan 9

Kepegawaian dan
Formasi

Standardisasi Informasi Jabatan
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236 |Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Penyusunan {Kepala Seksi Kompetensi 9
Kepegawaian dan Standardisasi Kompetensi Teknis Jabatan
Formasi Jabatan
237 |Pusat Perencanaan Kepala Subbidang Penyusunan |Kepala Seksi Standardisasi 9
Kepegawaian dan Standardisasi Klasifikasi Jabatan
Formasi Jabatan
238 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Standardisasi, Akreditasi, dan |Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Sertifikasi Jabatan Fungsional |Kepegawaian
Kepegawaian
239 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Penilaian Kepala Seksi Administrasi Tim 8
Jabatan Fungsional Angka Kredit Jabatan Penilai Jabatan Analis
Kepegawaian Fungsional Kepegawaian Kepegawaian
240 [Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Pertimbangan |Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Pengangkatan Jabatan Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Fungsional Kepegawaian Kepegawaian
241 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Peningkatan |Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Kompetensi Jabatan Analis Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
242 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Peningkatan |Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Kompetensi Jabatan Auditor Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
243 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Peningkatan |Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Kompetensi Jabatan Assessor |Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Sumber Daya Manusia Aparatur [Kepegawaian
244 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Jabatan Fungsional Data Jabatan Fungsional Akreditasi Jabatan Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepala Seksi
Sertifikasi dan Akreditasi
Jabatan Analis Kepegawaian
245 |Pusat Pembinaan Kepala Subbidang Informasi dan |Kepala Seksi Layanan 8
Jabatan Fungsional Laporan Jabatan Fungsional Informasi Jabatan Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
246 |Pusat Pengembangan Kepala Subbbidang Kepala Sub Bidang 9
Sistem Rekrutmen Standardisasi dan Prosedur Standardisasi dan prosedur
Aparatur Sipil Negara Rekrutmen Rekrutmen
247 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Materi Kepala Sub Bidang Materi 9
Sistem Rekrutmen Kompetensi Kompetensi
Aparatur Sipil Negara
248 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Pengelolaan [Kepala Sub Bidang 9
Sistem Rekrutmen Aplikasi Sistem Seleksi Pengelolaan Aplikasi Sistem
Aparatur Sipil Negara Seleksi
249 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Pengelolaan |Kepala Sub Bidang 9
Sistem Rekrutmen dan Pemeliharaan Database Pengelolaan dan Pemeliharaan
Aparatur Sipil Negara Database
250 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Pelayanan 8
Sistem Rekrutmen dan Administrasi Seleksi dan Administrasi Seleksi
Aparatur Sipil Negara
251 [Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Kepala Sub Bidang 9
Sistem Rekrutmen Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan
Aparatur Sipil Negara Pengolahan Seleksi Pengolahan Seleksi
252 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Sertifikasi Kepala Sub Bidang Sertifikasi 9

Sistem Rekrutmen
Aparatur Sipil Negara

dan Pelaporan Seleksi

dan Pelaporan Seleksi
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253 |Pusat Pengembangan Kepala Subbagian Tata Usaha |Kepala Subbagian Tata Usaha 9
Sistem Rekrutmen
Aparatur Sipil Negara
254 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Perencanaan |Kepala Seksi Penyusunan 9
Kompetensti Aparatur Program Kegiatan Penilaian Perencanaan Formasi Pegawai
Sipil Negara Kompetensi A
255 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Kepala Sub Bidang 9
Kompetensi Aparatur Penyelenggaraan Penilaian Penyelenggaraan dan
Sipil Negara Kompetensi Pengolahan Seleksi
256 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Kepala Sub Bidang Materi 9
Kompetensi Aparatur Pengembangan Metode Penilaian |Kompetensi
Sipil Negara
257 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Akreditasi Kepala Seksi Sertifikasi dan 9
Kompetensi Aparatur Lembaga Penilaian Kompetensi |Akreditasi Jabatan Analis
Sipil Negara Kepegawaian
258 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Monitoring Kepala Subbagian Evaluasi 9
Kompetensi Aparatur dan Evaluasi
Sipil Negara
259 |Pusat Penilaian Kepala Subbidang Pelaporan Kepala Sub Bidang Sertifikasi 9
Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Hasil Penilaian|dan Pelaporan Seleksi
Sipil Negara
260 |Pusat Pengembangan Kepala Subbagian Keuangan Kepala Subbagian 8
Aparatur Sipil Negara Administrasi Keuangan
261 [Pusat Pengembangan Kepala Subbagian Rumah Kepala Subbagian 8
Aparatur Sipil Negara Tangga Perlengkapan dan Rumah
Tangga
262 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Perencanaan |Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pendidikan|Pendidikan dan Pelatihan
dan Pelatihan Aparatur Sipil
Negara
263 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Kerjasama Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
Aparatur Sipil Negara dan Fasilitasi Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan Aparatur Sipil Negara
264 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Evaluasi dan |Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
Aparatur Sipil Negara Sertifikasi Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan Aparatur Sipil Negara
265 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Akademik Kepala Seksi Penyelenggaraan 8
Aparatur Sipil Negara Program Pendidikan Ilmu
Kepegawaian
266 |Pusat Pengembangan Kepala Subbidang Kepala Seksi Penyelenggaraan 8
Aparatur Sipil Negara Kemahasiswaan Program Pendidikan Ilmu
Kepegawaian
267 |Pusat Konsultasi dan Kepala Subbidang Konsultasi Kepala Seksi Pemantauan dan 9
Bantuan Hukum Inventarisasi Permasalahan
Kepegawaian Kebijakan
268 |Pusat Konsultasi dan Kepala Subbidang Pemantauan |Kepala Seksi Pemantauan dan 9
Bantuan Hukum dan Inventarisasi Permasalahan |Inventarisasi Permasalahan
Kepegawaian Kebijakan Kebijakan
269 [Pusat Konsultasi dan Kepala Subbidang Kepala Seksi Pendampingan 9

Bantuan Hukum
Kepegawaian

Pendampingan Bantuan Hukum

Bantuan Hukum
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270 |Pusat Konsultasi dan Kepala Subbidang Pertimbangan |Kepala Seksi Pertimbangan 9
Bantuan Hukum dan Dokumentasi Perkara Hukum
Kepegawaian Hukum
271 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
A/l Pengolahan A/1
272 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
A/2 Pengolahan A/2
273 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
A/3 Pengolahan A/3
274 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
A/4 Pengolahan A/4
275 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
B/1 Pengolahan B/1
276 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
B/2 Pengolahan B/2
277 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9
B/3 Pengolahan B/3
278 |Sekretariat BAPEK Kepala Subbidang Pengolahan |Kepala Sub Bidang 9

B/4

Pengolahan B/4

~ EPALA

KEPESAWAIAN NEGARA,




